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P E N E T A P A N 

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Mbl 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama 

dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara 

Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara: 

Pihak-pihak yang berperkara 

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir xxx, 01 Januari 1969, agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat 

tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya 

disebut sebagai Pemohon I; 

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxx, 01 Juli 1969, agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, 

bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, 

selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; 

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Permohonan Para Pemohon 

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 

2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian 

dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Mbl pada tanggal 04 Maret 

2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1989, Pemohon I dengan Pemohon II telah 

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di dirumah kediaman bapak 

Disclaimer
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Xxx selaku orang tua Pemohon II, beralamat RT 004, Desa Tebing Tinggi, 

Kecamatan Maro Sebo Ulu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;  

2. Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II 

yang bernama Xxx, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yang 

diwakilkan kepada bapak Xxx selaku imam desa dengan mas kawin uang 

sebesar 5 ribu dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang 

bernama Xxx dan Xxx;  

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II 

berstatus Perawan;  

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan 

maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga 

sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai 

suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada 

hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang 

merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;  

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan 

hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai enam 

orang anak ;  

6.1. xxx ;  

6.2. xxx ;  

6.3. xxx ;  

6.4. xxx ;  

6.5. xxx ;  

6.6. xxx ;  

7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak 

mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh 

Pemohon II karena mengikuti kebiasaan di kampung (adat setempat) oleh 

karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan di Kantor 

Urusan Agama Setempat ;  
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8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah 

untuk  mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama 

Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian 

hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;  

9. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 

34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang 

administrasi kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan 

Pengadilan Agama Muara Bulian atas perkara ini kepada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang hari, xxxxxxxx xxxxx 

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang 

timbul akibat perkara ini;  
  

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: 

Primer : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;   

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan 

Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1989 yang 

beralamat RT 004, Desa Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu, 

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx;   

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat 

perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;   

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;   

Subsider : 

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;  

 

Pengumuman Isbat Nikah 

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian 

telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat 

Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 
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14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama 

masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan 

ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan 

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut; 

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk 

mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut 

dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan 

pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat; 

Kehadiran para Pemohon 

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil 

ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 

32/Pdt.P/2024/PA.Mbl tertanggal  panggilan tersebut telah sah dan patut, Para 

Pemohon telah datang in person menghadap ke persidangan; 

Hakim Tunggal 

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah 

hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua 

Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas 

pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara a quo 

dilaksanakan dengan Hakim Tunggal; 

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati kedua pihak Nomor 

32/Pdt.P/2024/PA.Mbl, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut 

permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan. 

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka 

proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu 

lagi dilanjutkan. 

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara 

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penetapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas. 
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Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mencabut 

permohonannya.  

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut 

tidak melanggar hak, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut 

permohonannya dapat dikabulkan. 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon 

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan 

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam 

perkara ini harus diperhitungkan.  

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah 

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.  

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan 

dengan perkara ini. 

Amar penetapan 

M E N E T A P K A N  

1.Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Mbl; 

2.Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut 

dalam register perkara; 

3.Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 

545.000,00,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah); 

 

Penutup 

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama 

Muara Bulian pada hari  Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., 

M.A., sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut 

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rosda 
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Maryanti, S.E. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para 

Pemohon. 
 

Hakim Tunggal 

ttd 

 

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. 

  

Panitera Pengganti 

ttd 

 

Rosda Maryanti, S.E. Sy. 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya pendaftaran  Rp.   30.000,00- 

2. Biaya proses   Rp.   75.000,00- 

3. Biaya panggilan  Rp.   400.000,00- 

4. Biaya PNBP  Rp.   20.000,00- 

5. Biaya redaksi  Rp.   10.000,00- 

6. Biaya materai   Rp.   10.000,00- 

Jumlah    Rp.   545.000,00- 

    (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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